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ABSTRACT 

This thesis discusses the agreement on the management of the husband-wife’s assets under Trusts, as 

acknowledged in Anglo Saxon countries, in order to protect the family assets for future generations. The 

issues focus on how the enforcement of such an agreement is based on Indonesia's laws which, in general, 

do not acknowledge the trusts concept (i.e., separation between legal ownership and beneficial ownership). 

In addition, the provisions under such agreement can potentially infringe the inheritance laws under the 

Indonesian Civil Code and in this case, whether the inheritance disposition will be subject to the 

inheritance laws or the said agreement. This thesis’ research methodology is legal normative. The research 

result has shown that the agreement on the establishment of a Trust for the purpose of managing the 

husband-wife’s assets cannot be made and enforced under Indonesia's laws, rather it should be made and 

governed based on the foreign law where the Trust is established. However, such agreement will still be 

subject to the forced heirship laws under the Indonesian Civil Code (including the heir’s mandatory 

portion protected under the law or known as legitieme portie) and must be supported by a testament, being 

the stipulation acknowledged under the law to waive the applicability of the inheritance provisions under 

the law (to the extent permitted). Without a testament, the inheritance disposition will be determined by the 

law regardless of such agreement.  Considering that setting up a Trust in other countries will be more 

beneficial to those assets located outside Indonesia, the Indonesian Civil Code also acknowledges several 

institutions having characteristics similar to Trust which may be used as mechanism for managing the 

inheritance estate (excluding legitieme portie) so as to protect those portion of estate for future 

generations.   

 
Keywords: Trusts,husband-wife’s assets management, estate planning, protection of assets or estate for 

future generations. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mengingat tidak jarang bagi pasangan suami-istri atau orang tua yang ingin mengatur 

mengenai harta kekayaan mereka demi kepentingan ataupun kelangsungan keturunan 

atau generasi penerus mereka, penulis tertarik untuk menelaah dan menganalisis 

perjanjian mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri ke 

dalam suatu lembaga Trust, khususnya Perjanjian Keluarga ini, ditinjau dari (i) sistem 

hukum Indonesia yang sebenarnya tidak mengenal asas pemisahan kepemilikan antara 

legal ownership dan beneficial ownership dan (ii) hukum waris barat dalam KUH 

Perdata yang berlaku. Hal ini guna meneliti sejauh mana perjanjian mengenai 
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pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga 

Trust, yang dikenal di negara lain dengan tradisi hukum Anglo Saxon, dapat dibuat dan 

dilaksanakan di Indonesia berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan jika salah satu 

suami-istri meninggal, apakah ahli waris tetap dapat menuntut haknya berdasarkan 

hukum waris barat dalam KUH Perdata atau ahli waris sebenarnya terikat dengan 

Perjanjian Keluarga tersebut terkait dengan penetapan ahli waris ataupun pengaturan 

mengenai hak atau bagiannya terhadap harta peninggalan suami-istri tersebut. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis membatasi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keberlakuan perjanjian yang dibuat oleh suami-istri dan anak-

anaknya mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri di 

Indonesia ke dalam suatu lembaga Trustberdasarkan asas kebebasan berkontrak ditinjau 

dari sistem hukum Indonesia? 

2. Bagaimana penetapan ahli waris dan pelaksanaan hak waris anak apabila salah 

satu suami-istri meninggal, mengingat adanya perjanjian mengenai pengurusan dan 

pengelolaan atas harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga Trust yang dibuat 

oleh suami-istri bersama anak mereka? 

 

II.PEMBAHASAN 

A. Simulasi Isi Perjanjian 

Untuk memudahkan pembahasan dalam sub-bab selanjutnya dibawah ini, suami-istri 

selanjutnya disebut dengan nama tuan A dan nyonya B serta 3 (tiga) orang anak-anak 

mereka berturut-turut tuan X, tuan Y dan nyonya Z. 

Tiga pihak yang selalu ada dalam lembaga Trust juga diatur dalam Perjanjian Keluarga 

sebagai berikut: 
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1. Settlors (pendiri Trust dan pemilik benda): suami dan istri tersebut (tuan A dan 

nyonya B); 

2. Trustees (pihak yang akan mengelola Trust): “Anggota Keluarga” (yang akan 

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini) diwakili oleh “Steering Committee”yang terdiri dari 

3 (tiga) orang Anggota Keluarga; dan 

3. Beneficiaries(penerima manfaat dari Trust): seluruh Anggota Keluarga yang 

terdiri dari: 

a. Suami dan istri tersebut (tuan A dan nyonya B atau “Generasi Pertama”); 

b. Tiga orang anak mereka (tuan X, tuan Y dan nyonya Z atau “Generasi Kedua”); 

c. Keturunan-keturunan Tuan X, Tuan Y dan Nyonya Z  (atau para cucu dari tuan A 

dan nyonya B) yang disebut sebagai “Generasi Ketiga”; 

d. Keturunan dari cucu-cucu tersebut (atau para cicit dari tuan A dan nyonya B) dari 

garis ayah atau laki-laki yang disebut sebagai “Generasi Keempat dari Garis 

Keturunan Ayah”; dan  

e. Generasi selanjutnya hanya dari keturunan dari garis ayah yang membawa nama 

keluarga tuan A. 

Ringkasan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Keluarga tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Pemasukan dan penggabungan seluruh harta suami-istri (tuan A dan nyonya B) 

sebagai Settlors yang sekarang ada ataupun yang akan ada, termasuk seluruh harta yang 

diperoleh dengan harta awal suami-istri tersebut, baik yang terletak di Indonesia ataupun 

di luar Indonesia, baik yang dimiliki atau pun terdaftar atas nama bersama atau salah satu 

dari suami-istri tersebut ataupun anak-anak mereka (Generasi Kedua), menantunya, cucu 

mereka (Generasi Ketiga), yayasan ataupun perusahaan (“Harta”) ke dalam suatu 

lembaga Trust yang akan didirikan dikemudian hari dengan nama “A’s Family Trust”. 

2. Harta tersebut yang akan ditaruh dalam Trust (atau dikenal dengan istilah trust 

corpus), antara lain, terdiri dari:  

a. Tanah-tanah dan bangunan-bangunan; 
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b. Saham-saham (berikut dividennya) dalam perseroan terbatas baik tertutup dan 

terbuka, kepemilikan dalam persekutuan komanditer dan/atau badan usaha atau badan 

hukum lainnya, baik yang didirikan di Indonesia maupun luar negeri; 

c. Harta kekayaan dari yayasan-yayasan yang didirikan bersama ataupun masing-

masing pihak. 

d. Obligasi, deposito dan surat-surat berharga baik dari perorangan maupun 

perusahaan yang berada di Indonesia maupun luar negeri. 

Untuk menghindari keragu-raguan, harta-harta berikut ini tidak termasuk pengertian 

Harta dalam Perjanjian Keluarga ini: 

a. Harta yang secara tegas diberikan sebagai hibah, hadiah, sumbangan kepada 

yayasan, perusahaan atau individu terkait; 

b. Harta yang secara tegas telah diberikan atau dialihkan oleh “A’s Family Trust” 

kepada yayasan, perusahaan atau individu terkait baik dalam bentuk hibah, hadiah, 

sumbangan, atau pembayaran atau dalam bentuk tindakan hukum yang timbal balik 

dengan pembayaran atau kompensasi; 

c. Harta yang tidak diperoleh dengan menggunakan harta asal tuan A dan  nyonya B 

atau usaha-usaha mereka; 

d. Harta yang disetujui untuk dikecualikan dari harta berdasarkan keputusan 

Sterring Committee. 

3. Persyaratan dan kriteria Beneficiaries ditetapkan sebagai berikut:  

a. Merupakan Anggota Keluarga yang telah dijelaskan di atas; 

b. Anak angkat dan adopsi serta keturunannya tidak termasuk dalam Anggota 

Keluarga dan karenanya, tidak berhak menjadi beneficiary; dan 

c. Setiap Anggota Keluarga yang bekerja sendiri dan tidak pada usaha milik 

keluarga tidak menerima manfaat dari “A’s Family Trust”, kecuali mendapatkan 

persetujuan dari Steering Committee. Untuk keperluan ketentuan ini, yang dimaksud 

usaha milik keluarga adalah yang hasil usahanya wajib dikembalikan kepada “A’s Family 

Trust”. 
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4. Bagian atau hak Generasi Pertama dan Generasi Kedua atas pembayaran atau 

hasil dari pengelolaan Harta (yang disebut dengan “Remunerasi Khusus”) adalah 

sebagai berikut: 

a. Tuan A  : 40 bagian 

b. Nyonya B  : 20 bagian 

c. Tuan X  : 15 bagian 

d. Tuan Y  : 15 bagian 

e. Nyonya Z  : 10 bagian 

f. Total   : 100 bagian   

Steering Committee berwenang menentukan kapan dan jumlah atau nilai Remunerasi 

Khusus yang akan dibagikan kepada Beneficiaries yang berhak sesuai dengan porsi 

bagian tersebut di atas.   

5. Dalam hal para pihak ada yang meninggal, maka ketentuan sebagai berikut 

berlaku: 

a. Tuan A atau nyonya B meninggal: porsi bagiannya masing-masing tidak akan 

dibagikan, akan tetapi tetap ditahan dan dijadikan bagian modal “A’s Family Trusts”.  

b. Generasi Kedua (tuan X, tuan Y dan nyonya Z) meninggal: porsi bagiannya akan 

diterima oleh keturunan sahnya masing-masing yang termasuk dalam kategori Anggota 

Keluarga, dengan tetap tunduk pada persyaratan untuk dapat menjadi beneficiary yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Keluarga (ketentuan butir c di atas). 

c. Generasi Ketiga dari Garis Ayah (cucu laki-laki dari tuan A dan nyonya B atau 

keturunan laki-laki dari Generasi Kedua) dan generasi selanjutnya dari garis ayah 

meninggal: porsi bagiannya akan diterima oleh keturunan sahnya masing-masing yang 

termasuk dalam kategori Anggota Keluarga, dengan tetap tunduk pada persyaratan untuk 

dapat menjadi beneficiary yang ditetapkan dalam Perjanjian Keluarga (ketentuan butir c 

di atas). 

d. Generasi Ketiga dari Garis Ibu (cucu perempuan dari tuanA dan nyonya B atau 

keturunan perempuan dari Generasi Kedua) dan generasi selanjutnya dari garis ibu 

meninggal: porsi bagiannya masing-masing tidak akan dibagikan, akan tetapi tetap 

ditahan dan dijadikan bagian modal “A’s Family Trust”. 
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6. Setiap Beneficiary tidak berhak untuk mengalihkan atau memindahtangankan 

porsi bagian atau haknya atas Remunerasi Khusus, kecuali kepada (i) keturunannya 

dengan tetap tunduk pada persyaratan dan kriteria beneficiary (ketentuan butir c di atas) 

atau (ii) Beneficiary lainnya dengan syarat disetujui oleh Steering Committee.  

7. Trustees(yang diwakili oleh Steering Committee) harus mengurus, memelihara 

dan mengelola Hartadan semua harta kekayaan “A’s Family Trust”sesuai dengan syarat 

dan ketentuan yang ditentukan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi, 

untuk kepentingan Beneficiaries. 

8. Steering Committee memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menentukan 

masalah penting “A’s Family Trust”,antara lain sebagai berikut, dan setiap keputusan 

Steering Committee harus berdasarkan suara terbanyak: 

a. Mewakili “A’s Family Trust”; 

b. Menentukan kebijakan investasi secara keseluruhan; 

c. Ikut serta dalam merger, joint venture atau pengikatan dalam segala bentuk yang 

dapat membebankan harta kekayaan “A’s Family Trust”; 

d. Mengatur dan mengelola harta kekayaan “A’s Family Trust”dengan cara yang 

dipandang baik untuk keuntungan dan kepentingan “A’s Family Trust”, termasuk 

penjualan, penghibahan, pembebanan, penjaminan atau pengalihan harta kekayaan 

tersebut kepada pihak lain atau kepada Beneficiary yang ditetapkan;  

e. Memberikan pinjaman baik kepada pihak lain maupun kepada Beneficiary 

dengan syarat dan ketentuan yang dipandang baik demi keuntungan dan kepentingan “A’s 

Family Trust”; 

f. Menentukan gaji dan benefit Anggota Keluarga yang memberikan kontribusi 

terhadap “A’s Family Trust”, baik dengan cara bekerja atau mengelola perusahaan atau 

yayasan keluarga; 

g. Mengadakan penilaian hasil kerja Anggota Keluarga, serta bila perlu sewaktu-

waktu dapat mengadakan penggantian manajemen/pengurus dalam perusahaan maupun 

yayasan keluarga tersebut; dan 

h. Penentuan jumlah atau nilai Remunerasi Khusus untuk dibagikan kepada 

Beneficiary yang berhak sesuai dengan porsi atau bagiannya masing-masing. 
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9. Steering Committee,dengan persetujuan paling sedikit ¾ (atau 75%) suara yang 

mewakili seluruh anggota Beneficiaries yang berhak pada saat itu, dapat melakukan 

amandemen atau perubahan terhadap ketentuan “A’s Family Trust” sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian Keluarga ini dengan syarat bahwa segala amandemen atau perubahan 

tersebut dilakukan demi keuntungan dan kepentingan Beneficiaries. 

10. Ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut: 

a. Beneficiary dan/atau ahli warisnya (Anggota Keluarga) wajib mentaati dan 

meneruskan ketentuan-ketentuan “A’s Family Trust”; 

b. Beneficiarytidak dapat menjual atau mengalihkan atau dengan cara lain 

melepaskan harta apapun (termasuk saham-saham perusahaan yang tercatat atas nama 

Beneficiary) kecuali kepada Beneficiary lain yang termasuk dalam Anggota Keluarga; 

c. Apabila Beneficiary melanggar ketentuan-ketentuan “A’s Family Trust”yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Keluarga ini, Steering Committee berhak untuk mencabut 

dan menahan segala hak atau keuntungan yang dimiliki Beneficiary dan/atau ahli 

warisnya berdasarkan Perjanjian Keluarga ini; 

d. Bila ada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh “A’s Family Trust”akango 

public(menjadi perusahaan terbuka), maka “A’s Family Trust”harus tetap menjadi 

pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut dengan kepemilikan saham sekurang-

kurangnya 55%. 

 

B. Analisis Perjanjian Mengenai Pengurusan dan Pengelolaan Harta Kekayaan 

Suami-Istri ke Dalam Suatu lembaga Trust yang Dibuat oleh Suami-Istri dan Anak 

1. Keberlakuan dan Pelaksanaan Perjanjian 

Isi dan tujuan utama dari Perjanjian Keluarga ini sebenarnya adalah penggabungan dan 

pemasukan Harta suami-istri ke dalam Trusts yang akan dibentuk berdasarkan Perjanjian 

Keluarga ini demi menjaga kelangsungan Harta tersebut agar dapat dinikmati oleh 

suami-istri itu sendiri, anak-anaknya dan generasi penerus mereka yang telah ditentukan. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya lembaga Trusts dalam arti yang rigid atau strict itu 

tidak dikenal atau tidak ada dalam hukum Indonesia, kecuali disektor perbankan dan 

pasar modal dengan batasan-batasannya dari segi pihak yang dapat menjadi trustee dan 

jenis bendanya atau trusts corpus. 
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2. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris 

KUH Perdata hanya mengakui pewarisan menurut undang-undang dan suratwasiat. Jadi 

hanya ada ahli waris berdasarkan (a) undang-undang, yang disebut dengan ahli waris ab 

intestate (yaitu suami/istri hidup terlama, anak-anak dan keturunannya dan keluarga 

sedarah lainnya yang dikenal dengan golongan kedua, golongan ketiga dan golongan 

keempat) dan (b) pengangkatan dalam surat wasiat, yang disebut dengan ahli waris 

testamentair. 

3. Alternatif Struktur Serupa Lembaga Trusts untuk Pengaturan dan Pengelolaan 

Harta Kekayaan Suami-Istri Demi Generasi Penerus 

a. Fidei Komis Substitusi

Dengan pewarisan secara fidei komis substitusi ini, Ahli Waris Pemikul Beban 

diperintahkan atau dibebankan oleh pewaris untuk menyimpan harta peninggalan terkait 

dan pada waktu yang ditentukan oleh pewaris dalam surat wasiat (misalnya pada saat 

Ahli Waris Pemikul Beban meninggal) wajib menyerahkan harta peninggalan tersebut 

kepada seluruh (tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi) keturunan Ahli Waris Pemikul 

Beban, yaitu: 

(1) Cucu pewaris/generasi ketiga jika Ahli Waris Pemikul Beban adalah anak 

pewaris/generasi kedua; atau 

(2) Cicit pewaris/generasi keempat jika Ahli Waris Pemikul Bebanadalah cucu 

pewaris/generasi ketiga); atau  

(3) Penggantinya di generasi selanjutnya apabila orang tuanya (generasi sebelumnya) 

telah meninggal terlebih dahulu pada saat harta peninggalan terkait tersebut diserahkan 

oleh Ahli Waris Pemikul Beban baik yang sudah lahir maupun akan lahir (untuk 

memudahkan, seluruh keturunan Ahli Waris Pemikul Bebantersebut disebut sebagai 

“Keturunan Yang Menunggu”). Dalam fidei komis substitusi ini, Keturunan Yang 

Menunggu ini memang terbatas pada satu derajat dibawah Ahli Waris Pemikul Beban, 

namun jika Keturunan Yang Menunggu tersebut telah meninggal sebelum penyerahan 

harta peninggalan dilakukan, keturunan digenerasi-generasi selanjutnya dapat menjadi 

pengganti Keturunan Yang Menunggu. 

b. Pemberian Hak Pakai Hasil 
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Dalam pemberian hak pakai hasil karena kematian ini, pewaris menetapkan bahwa 

bagian bebas dari harta peninggalannya diwariskan kepada seseorang atau beberapa 

orang sebagai ahli warisnya (yang akan bertindak sebagai pemegang hak milik secara 

hukum belaka) dengan dibebani pemberian hak pakai hasil kepada orang lain yang 

dimaksudkan pewaris selaku penerima manfaat dari harta peninggalan ini (beneficiaries). 

Jadi atas harta peninggalan yang sama terdapat dua penetapan, yaitu pemberian hak milik 

belaka kepada ahli waris dan hak pakai hasil kepada pihak lainnya. Pemegang hak pakai 

hasil dapat menikmati segala sesuatu yang merupakan hasil dari benda yang hak 

miliknya diwariskan kepada ahli waris tersebut.Dengan demikian, meskipun hak milik 

atas harta peninggalan tersebut ada di tangan ahli waris, ahli waris tidak dapat 

memanfaatkan benda tersebut sampai dengan hapusnya hak pakai hasil.Ketetapan 

pemberian hak pakai hasil ini tidak perlu diberikan secara berurutan (generasi secara 

turun termurun) seperti penetapan dalam fidei komis substitusi. 

c. Bewindvoering (Kepengurusan-Khusus) 

Penunjukkan pengurus-khusus (bewindvoerder) oleh pewaris dapat dilakukan untuk 

benda-benda yang termasuk dalam bagian bebas dari harta peninggalan: 

(1) Yang diwariskan secara fidei komis substitusi; 

(2) Yang diwariskan dengan pembebanan hak pakai hasil; dan/atau  

(3) Yang diwariskan tanpa perintah atau beban fidei komis substitusi dan/atau dengan 

pembebanan hak pakai hasil. 

Dalam hal pengurus-khusus ditunjuk untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan 

yang diwariskan secara fidei komis substitusi dan/atau hak pakai hasil, pengurus-khusus 

ini memiliki kewajiban terhadap Keturunan Yang Menunggu dan/atau pemegang hak 

pakai hasil berdasarkan surat wasiat pewaris, sedangkan dalam hal pengurus-khusus 

ditunjuk untuk mengelola harta peninggalan (tanpa beban), maka pengurus-khusus ini 

memiliki kewajiban terhadap ahli waris sebagai pemilik harta peninggalan yang 

ditetapkan pewaris untuk ditaruh dibawah kepengurusan khusus. 

Untuk harta peninggalan yang sudah diwariskan dengan beban hak pakai hasil dan/atau 

fidei komis subsitusi, penunjukkan pengurus-khusus ini untuk menjamin dan 

memastikan bahwa penerima hak pakai hasil dapat menikmati haknya tersebut sesuai 

dengan kehendak pewaris danAhli Waris Pemikul Beban ini melaksanakan wasiat 
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pewaris secara penuh, untuk menyerahkan harta peninggalan pewaris kepada Keturunan 

Yang Menunggu.Selain itu pengurus-khusus dapat menjaga kelangsungan, mengurus dan 

mengelola harta peninggalan tersebut demi pertambahan nilai harta peninggalan untuk 

kepentingan (kebahagiaan) Keturunan Yang Menunggu dan/atau pemegang hak pakai 

hasil. 

 

 

 

Dalam Alternatif Struktur Pewarisan, ketiga lembaga dalam KUH Perdata tersebut 

digabungkan dan digunakan bersamaan guna mencapai tujuan pewaris dalam menjaga 

harta peninggalannya demi kepentingan generasi penerusnya. Gambaran secara garis 

besar Alternatif Struktur Pewarisan adalah sebagai berikut: 

a. Bagian bebas dari harta peninggalan di wariskan secara fidei komis substitusi 

untuk memastikan dapat diserahkan ke generasi selanjutnya (yaitu, Keturunan Yang 

Menunggu); 

b. Harta peninggalan yang diwariskan secara fidei komis substitusi tersebut juga 

dibebankan pemberian hak pakai hasil kepada para Keturunan Yang Menunggu untuk 

mengakomodir bahwa harta peninggalan ini bisa dinikmatin oleh para Keturunan Yang 

Menunggu sampai diserahkan kepada Keturunan Yang Menunggu pada waktu tertentu 

yang ditetapkan oleh pewaris dalam surat wasiat (biasanya pada saat Ahli Waris Pemikul 

Beban meninggal); dan 

c. Untuk memberikan perlindungan tambahan untuk pengurusan dan pengaturan 

harta peninggalan yang diwariskan secara fidei komis dan dibebankan hak pakai ini, 

pewaris bisa menunjuk pengurus-khusus untuk mengelola harta peninggalan tersebut. 

Selain Alternatif Struktur Pewarisan, kepemilikan dan bentuk harta kekayaan pewaris 

sewaktu hidupnya juga dapat distrukturkan sedemikian rupa dengan harapan pada saat 

pewaris meninggal, harta peninggalannya tidak habis dalam waktu singkat dan terjaga 

untuk kepentingan generasi penerusnya. Gambaran secara garis besar alternatif struktur 

untuk kepemilikan dan bentuk harta kekayaan pewaris sewaktu hidupnya (“Alternatif 

Struktur Bentuk Kepemilikan Aset”) adalah sebagai berikut: 
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a. Kepemilikan calon pewaris terhadap aset-asetnya (sebagai contoh, tanah dan 

bangunan serta saham-saham) distrukturkan melalui suatu perseroan terbatas (“PT”) 

yang berfungsi sebagai holding company. Jadi harta yang dimiliki oleh pewaris ini 

adalah berbentuk saham di suatu PT, yang secara yuridis merupakan pemilik atau 

pemegang hak milik dari aset-aset dan karenanya, harta peninggalan yang akan 

diwariskan pewaris tersebut akan berbentuk hak atas saham di PT tersebut berikut segala 

hak-haknya yang melekat pada hak atas saham (termasuk dividen) dan bukan aset-aset 

yang dimiliki oleh PT tersebut. 

b. Saham-saham yang dimiliki calon pewaris dalam PT ini ditujukan untuk senilai 

dengan atau mewakili “bagian yang tidak tersedia” guna keperluan pemenuhan bagian-

mutlak para legitimaris (untuk memudahkan dalam pembahasan, PT ini disebut sebagai 

“PT 1”). Dengan demikian, harta peninggalan pewaris dalam bentuk saham di PT 1 ini 

memang tidak bisa dibebankan apapun juga dan menjadi bagian-mutlak para legitimaris 

jadi memang tidak ada jaminan bahwa harta peninggalan dalam bentuk saham di PT 1 ini 

dapat dijaga guna kepentingan generasi penerus. Namun setidaknya, anak-anak pewaris 

(legitimaris) selaku pemegang saham di PT 1 dengan bagian yang sama tidak dapat 

bertindak sepihak dan harus bertindak secara bersama-sama melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (“RUPS”) dengan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan 

sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar PT 1 untuk 

mengalihkan atau membebankan aset-aset yang dimiliki PT 1 tersebut.  Selain itu, calon 

pewaris juga dapat menyusun anggaran dasar PT 1 bahwa untuk pemindahan hak atas 

saham oleh pemegang saham harus mendapatkan persetujuan RUPS dan menawarkan 

terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila 

ada salah satu anak pewaris ingin menjual sahamnya dalam PT 1, setidaknya ada 

kesempatan bagi anak-anak pewaris lainnya untuk membeli saham tersebut jadi 

kepemilikan PT 1 tersebut tetap dipegang oleh anggota keluarga pewaris. 

c. Untuk “bagian bebas” pewaris (harta kekayaan pewaris setelah dikurangi bagian-

mutlak legitimaris), pewaris dapat juga menstrukturkan kepemilikannya atas aset-aset 

yang mewakili atau senilai dengan “bagian bebas” dalam bentuk saham-saham di suatu 

PT yang juga berfungsi sebagai holding company (untuk memudahkan disebut dengan 

“PT 2”), seperti dengan PT 1. Namun dalam hal ini, saham-saham PT ini (yang mewakili 
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bagian bebas) akan diwariskan dengan skema Alternatif Struktur Pewarisan (i.e., 

pewarisan secara fidei komis substitusi, beban hak pakai hasil dan kepengurusan-khusus) 

untuk menjamin bahwa saham-saham di PT 2 ini dapat diserahkan lebih lanjut kepada 

seluruh keturunan (tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi) ahli waris. 

d. Apabila dirasakan lebih bermanfaat menggunakan lembaga Trusts yang dibentuk 

di luar negeri, calon pewaris dapat juga mengatur bahwa bagian bebas pewaris ditaruh 

dalam dan diserahkan kepada Trusts untuk kepentingan beneficiaries yang ditetapkan 

calon pewaris dalam instrumen Trusts.

 

III. PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Trustee yang menerima penyerahan harta kekayaan suami-istri (trust corpus) 

harus dalam bentuk subyek hukum asing yang dikenal berdasarkan hukum Indonesia 

(individu dan/atau badan hukum), walaupun demikian resiko pembatasan kepemilikan 

asing terhadap aset Indonesia tetap ada; 

2. Pengalihan dan penyerahan harta kekayaan suami-istri (trust corpus) kepada 

trustee sewaktu hidupnya dapat dikenakan aturan inkorting (pengurangan) berdasarkan 

hukum waris perdata barat apabila melanggar bagian-mutlak dan dituntut oleh 

legitimaris. 

3. Tidak melanggar ketentuan memaksa dan harus tetap memperhatikan hukum 

waris perdata barat; dan  

4. Ditetapkan dan dikuatkan keberlakuannya dengan surat wasiat (termasuk untuk 

ketentuan dalam perjanjian yang mengesampingkan ketentuan hukum waris yang bersifat 

mengatur dan kehendak suami atau istri sebagai pewaris atas penyerahan bagian-bebas 

kedalam suatu lembaga Trust). 

 

 

 

 

B. Saran 
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1. Pewaris melalui surat wasiat dapat menggunakan tiga lembaga yang memiliki 

ciri-ciri serupa dengan lembaga Trusts yang dikenal oleh hukum waris perdata barat 

(yaitu fidei komis substitusi demi kebahagiaan keturunan, pemberian hak pakai hasil 

karena kematian dan bewindvoeringatau kepengurusan khusus) secara bersama-sama 

untuk mengatur bagian bebas dari harta peninggalan agar tidak langsung habis dipakai 

atau dijual oleh ahli waris demi kepentingan generasi keturunan selanjutnya. 

2. Pewaris dapat juga menstrukturkan kepemilikannya atas aset-aset (misalnya, 

tanah dan bangunan serta saham-saham diperusahaan) dalam bentuk saham-saham di 

suatu perseroan terbatas yang berfungsi sebagai holding company (“PT”). 
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